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Abstract. The Constitutional Court Decision No. 135/PUU-XXII/2024 marks a significant shift 
in Indonesia’s constitutional design, particularly regarding the regulation of simultaneous 
elections. The Court separated national and local elections with a two-year interval, serving 
as a constitutional correction for the legislature’s failure to implement Decision No. 55/PUU-
XVII/2019. Although the Court lacks legislative authority, this action reflects the theory of 
judicial activism, which permits courts to undertake constitutional correction when political 
institutions neglect their constitutional duties. From the perspective of democratic theory, 
this ruling strengthens the principles of substantive democracy over mere procedural 
democracy, emphasizing voter rationality and deliberative participation. Normatively, this 
study employs a constitutional interpretation and judicial behavior analysis approach to 
assess the Court’s reasoning and legitimacy. The findings indicate that the decision does not 
constitute an ultra vires act but rather a constitutional measure to preserve substantive 
democracy and the functionality of Indonesia’s presidential system. Consequently, the 
legislature must redesign the electoral simultaneity framework to ensure democratic 
efficiency, governance continuity, and systemic balance between presidential and 
parliamentary dynamics. 
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Pendahuluan 

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga yudikatif yang memiliki mandat 
konstitusional untuk menjaga kemurnian dan menegakkan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. Pembentukan MK berawal dari hasil Amandemen Ketiga UUD 
1945 yang disahkan pada 9 November 2001, ketika Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 
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mengadopsi gagasan Constitutional Court sebagaimana tertuang dalam Pasal 24 ayat (2), Pasal 
24C, dan Pasal 7B UUD 1945 (Nanang, 2017). Sebelum lembaga ini resmi berdiri, pelaksanaan 
fungsi-fungsi Mahkamah Konstitusi untuk sementara waktu dijalankan oleh Mahkamah Agung 
berdasarkan Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 hasil Perubahan Keempat. Dalam sistem 
ketatanegaraan Indonesia, MK memegang peran fundamental sebagai penjaga konstitusi, 
khususnya dalam menguji undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945, 
termasuk regulasi yang mengatur penyelenggaraan pemilihan umum. Sejak resmi beroperasi 
pada tahun 2003, MK tidak hanya berfungsi sebagai penguji norma hukum secara formil dan 
materiel, tetapi juga berperan signifikan dalam membentuk arah dan desain sistem pemilu 
nasional. Isu ini memperlihatkan bagaimana fungsi MK beririsan dengan ranah politik dan 
hukum sekaligus.(Djayadi Hanan,2025) Dalam konteks sistem ketatanegaraan, pemilihan 
umum merupakan instrumen utama pelaksanaan kedaulatan rakyat. Untuk menjamin 
efektivitas sistem presidensial, MK melalui Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 menegaskan 
konsep pemilu serentak antara pemilihan Presiden dan legislatif sebagai satu kesatuan proses 
demokrasi. Namun, pelaksanaan pemilu serentak lima kotak pada tahun 2019 dan 2024 
menimbulkan berbagai persoalan, seperti kelelahan penyelenggara, meningkatnya 
kompleksitas logistik, serta penurunan kualitas partisipasi pemilih. Kondisi ini menunjukkan 
bahwa model keserentakan yang ekstrem tidak sepenuhnya efektif dalam mendukung prinsip 
direct, general, free, secret, honest, and fair election sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. 

Salah satu putusan yang memiliki dampak besar adalah Putusan MK Nomor 135/PUU-

XXII/2024, yang menegaskan adanya pemisahan antara Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah 
sebagai dua proses pemilihan yang berbeda. Putusan ini memperjelas tafsir mengenai konsep 
keserentakan pemilu yang sebelumnya diperdebatkan sejak Putusan MK Nomor 55/PUU-
XVII/2019. Melalui putusan tersebut, MK menunjukkan perannya tidak hanya sebagai negative 

legislator yang membatalkan norma, tetapi juga sebagai aktor konstitusional yang aktif menata 
ulang kebijakan pemilu. MK menilai bahwa penerapan pemilu serentak lima kotak yang 
digunakan pada Pemilu 2019 dan 2024 telah menimbulkan berbagai persoalan, seperti 
tingginya beban kerja penyelenggara, menurunnya kualitas partisipasi pemilih, serta tidak 
efektifnya pelaksanaan prinsip demokrasi yang substantif. (Karlinae D Bangas,2025). 

Menanggapi berbagai problematika tersebut, MK melalui Putusan Nomor 135/PUU-
XXII/2024 melakukan terobosan hukum dengan memutuskan bahwa Pemilu Nasional 
(Presiden/Wakil Presiden, DPR, dan DPD) harus dipisahkan dari Pemilu Daerah (kepala 
daerah dan DPRD) dengan jeda waktu sekurang-kurangnya dua tahun. Putusan ini menandai 
pergeseran paradigma penyelenggaraan pemilu di Indonesia. MK menilai bahwa pemisahan 
tersebut merupakan langkah konstitusional untuk memulihkan efektivitas pemerintahan, 
memperkuat fungsi representasi politik, dan menegakkan prinsip demokrasi substantif yang 
selama ini terdistorsi oleh sistem pemilu serentak lima kotak. Meski demikian, putusan ini juga 
memunculkan perdebatan serius dalam ranah hukum tata negara. Beberapa ahli menilai MK 
telah melampaui batas kewenangannya sebagai negative legislator karena secara langsung 
menciptakan norma baru yang bersifat self-executing. Di sisi lain, terdapat pandangan yang 
menyatakan bahwa langkah MK tersebut merupakan bentuk constitutional correction yang sah 
secara hukum dan dibutuhkan untuk menegakkan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional. 
Dengan demikian, kedudukan Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 perlu dikaji secara 
kritis untuk memahami sejauh mana Mahkamah dapat menafsirkan dan membentuk norma 
baru tanpa melanggar prinsip pemisahan kekuasaan (separation of powers). (Widiarti 
Mulyadi,2023). 

Selain persoalan kewenangan, isu penting lainnya adalah bagaimana merancang kembali 
desain pemilu pasca putusan ini agar tetap selaras dengan prinsip periodisasi lima tahunan 
sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Pemisahan waktu antara 
Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah berpotensi menimbulkan ketidaksinkronan masa jabatan, 
beban politik yang berkepanjangan, serta ketidakstabilan pemerintahan jika tidak diatur 
secara komprehensif. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi hukum yang cermat untuk 
menata ulang sistem pemilu Indonesia secara konstitusional, efisien, dan berkelanjutan. 
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Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini difokuskan pada dua pertanyaan utama: (1) 
bagaimana kedudukan Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 dalam sistem demokrasi 
konstitusional Indonesia; dan (2) bagaimana rekonstruksi desain pemilu yang ideal agar tetap 
sejalan dengan prinsip periodisasi lima tahunan dalam UUD 1945 (Gotfirdus Goris,2019).  

Dari perspektif filsafat ilmu, kajian ini berpijak pada paradigma normative-constructivist 
dalam ilmu hukum, yang memandang hukum bukan sekadar sistem normatif yang statis, 
melainkan hasil konstruksi rasional untuk menjawab dinamika sosial dan politik. Dalam 
kerangka epistemologis, penelitian ini menempatkan Putusan MK sebagai objek kajian rasional 
yang harus diuji tidak hanya secara dogmatik (apa bunyi hukumnya), tetapi juga secara kritis 
(apa makna dan akibat normatifnya terhadap sistem ketatanegaraan). Pendekatan ini berbeda 
dari penelitian-penelitian sebelumnya yang cenderung deskriptif terhadap putusan MK tanpa 
menggali implikasi filsafat hukumnya terhadap desain sistem pemilu. Misalnya, penelitian oleh 
Jimly Asshiddiqie (2019) menekankan peran MK dalam menata sistem checks and balances, 
sementara Susi Dwi Harijanti (2020) menyoroti aspek yudikalisasi politik tanpa menawarkan 
desain normatif pasca putusan. Keterbatasan utama penelitian-penelitian terdahulu terletak 
pada absennya rekonstruksi teoretis yang mengintegrasikan prinsip konstitusionalitas dengan 
efektivitas demokrasi electoral (Dewi Sulastri, 2025). 

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang telah melakukan penelitian menunjukkan 
bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 menunjukkan adanya 
perbedaan orientasi dan kedalaman analisis yang signifikan. Artikel yang ditulis oleh 
Kadimuddin Baehaki dalam Jurnal Media Hukum (2025) berfokus pada refleksi terhadap masa 
depan Pemilu Indonesia pasca putusan tersebut. Pendekatannya bersifat normatif-reflektif 
dengan penekanan pada fungsi MK sebagai pelopor reformasi demokrasi dan penata ulang 
sistem pemilu. Baehaki menilai bahwa pemisahan antara Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah 
merupakan terobosan baru yang mampu memperbaiki efektivitas penyelenggaraan pemilu 
dan memperkuat kedaulatan rakyat. Argumennya bersifat afirmatif, menempatkan MK sebagai 
agent of democratic reform yang secara progresif menyesuaikan desain pemilu dengan prinsip-
prinsip demokrasi substantif. Namun demikian, kajiannya masih terbatas pada uraian 
deskriptif tanpa membahas secara mendalam aspek teoritis maupun implikasi sistemik 
terhadap relasi antar lembaga negara dan prinsip periodisasi lima tahunan yang diatur dalam 
konstitusi (Fil Mayasari, 2025). 

Sebaliknya, artikel yang ditulis oleh Ahmad Ari Fatullah dkk. dalam Elqonun: Jurnal 
Hukum Ketatanegaraan (2025) menampilkan pendekatan yang lebih analitis dan kritis 
terhadap putusan yang sama. Tulisan ini mengkaji implikasi konstitusional dan sistemik dari 
pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah dengan menyoroti problem kewenangan MK 
yang dianggap melampaui batas sebagai negative legislator dan berpotensi bertindak sebagai 
positive legislator dengan menciptakan norma baru berupa jeda waktu dua hingga dua 
setengah tahun antar pemilu. Fatullah dkk. memandang putusan tersebut menimbulkan 
dilema konstitusional, terutama karena dapat mengganggu prinsip periodisasi lima tahunan, 
membuka ruang legal vacuum, serta memerlukan revisi besar terhadap Undang-Undang 
Pemilu dan Pilkada. Dengan demikian, jika penelitian Baehaki menekankan optimisme 
terhadap reformasi sistem pemilu, maka penelitian Fatullah dkk. justru menekankan kehati-
hatian terhadap potensi constitutional deviation dan perlunya harmonisasi antara kewenangan 
yudikatif, legislatif, serta prinsip demokrasi konstitusional (Ahmad Ari Fatullah, 2025). 

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengisi kekosongan tersebut dengan 
merumuskan model rekonstruksi desain pemilu pasca Putusan MK Nomor 135/PUU-
XXII/2024 yang berlandaskan prinsip demokrasi konstitusional dan rasionalitas hukum. 
Penulis berupaya menunjukkan bahwa pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah bukan 
sekadar keputusan teknokratis, tetapi bagian dari rekayasa konstitusional yang harus memiliki 
dasar epistemik dan legitimasi filosofis. Secara ilmiah, penelitian ini menawarkan kebaruan 
(novelty) berupa pendekatan rekonstruktif yang menggabungkan analisis yuridis-normatif 
dengan landasan filsafat hukum konstitusional, guna merumuskan desain pemilu yang selaras 
dengan nilai efektivitas pemerintahan dan keadilan demokratis. 
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Metode 

Artikel ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan 
peraturan perundang-undangan (Statutory Approach), pendekatan konsep (Conceptual 
Approach) serta pendekatan analisis (Analytical Approach). Tehnik penelusuran bahan hukum 
menggunakan teknik studi dokumen, serta analisis kajian menggunakan analisis secara 
deskriptif. Merujuk pada pemikir Peter Mahmud Marzuki, penelitian normati dapat dipahami 
sebagai suatu proses untuk menemukan jawaban atas permasalahan hukum yang terjadi 
dengan  mengkaji  aturan  hukum,  prinsip  hukum, atau bahkan melalui doktrin hukum terkait 
(Mukti Fajar,2017). Maka deskripsi terkait dengan Implementasi dan rekonstruksi desain 
pemilu melalui MK di Indonesia perlu dipaparkan terlebih dahulu guna mendapatkan 
pemahaman yang bersifat mendalam (deep yet wisely contextual) (Otto Khan-Freund,1974). 

Hasil dan Pembahasan 

Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 Dalam Sistem 
Demokrasi Konstitusional di Indonesia 

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 menandai babak baru 
dalam perjalanan demokrasi konstitusional di Indonesia. Putusan ini menegaskan reposisi 
fundamental terhadap konsep keserentakan pemilihan umum (pemilu) dengan memisahkan 
Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah sebagai dua rezim elektoral yang berbeda secara 
fungsional maupun temporal. Dalam sistem hukum tata negara Indonesia, MK berperan 
sebagai the guardian of the constitution dan the guardian of democracy, yang bertugas 
memastikan setiap kebijakan publik, termasuk penyelenggaraan pemilu, sejalan dengan 
prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. 
Dengan demikian, Putusan No. 135/PUU-XXII/2024 merupakan ekspresi konkret dari 
pelaksanaan fungsi penjagaan konstitusi terhadap praktik demokrasi elektoral. Secara 
normatif, putusan ini berakar pada pengujian terhadap Pasal 1 ayat (1), Pasal 167 ayat (3), dan 
Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta Pasal 
3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. MK memandang bahwa penerapan Pemilu 
Serentak Lima Kotak yang berlangsung pada 2019 dan 2024 telah menimbulkan kerumitan 
struktural dan mengaburkan substansi kedaulatan rakyat. Model tersebut dinilai bertentangan 
dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diatur dalam Pasal 
22E ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, pengujian ini bukan sekadar formalisasi norma, 
melainkan sebuah evaluasi konstitusional terhadap kualitas demokrasi yang dihasilkan oleh 
mekanisme electoral (Ria Casmi Arrsa,2014). 

Dari perspektif teori hukum tata negara, Putusan MK ini meneguhkan penerapan asas 
supremacy of the constitution dan rule of law dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. MK 
menggunakan pendekatan living constitution untuk menafsirkan dinamika hukum sesuai 
perkembangan sosial-politik. (Andi Ahmad,2023) Dalam pertimbangannya, Mahkamah 
menilai bahwa keserentakan ekstrem lima kotak telah menimbulkan systemic failure dalam 
sistem pemilu, di mana hak pilih warga negara tidak dapat dijalankan secara optimal. 
Penafsiran konstitusional semacam ini menunjukkan bahwa MK menjalankan peran positive 
constitutionalism, yakni tidak hanya membatalkan norma, tetapi juga membangun tafsir baru 
guna memastikan efektivitas prinsip kedaulatan rakyat. Kedudukan Putusan Nomor 135/PUU-
XXII/2024 juga harus dipahami dalam konteks teori pemisahan kekuasaan (separation of 
powers). Meskipun Mahkamah tidak memiliki fungsi legislasi, namun berdasarkan teori judicial 
activism, pengadilan konstitusi diperbolehkan melakukan constitutional correction apabila 
lembaga legislatif gagal menindaklanjuti mandat konstitusi. Dalam hal ini, DPR dan Pemerintah 
dinilai lalai memperbaiki desain keserentakan pemilu sebagaimana diamanatkan dalam 
Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019. Oleh karenanya, tindakan MK yang menetapkan 
pemisahan antara Pemilu Nasional dan Daerah dengan jeda dua tahun bukanlah bentuk 
pelampauan kewenangan (ultra vires), melainkan langkah konstitusional untuk mengisi 
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kekosongan hukum demi menjamin keberlangsungan demokrasi substantif (Pan Mohamad 
Faiz,2016). 

Putusan ini secara eksplisit menegaskan pembagian dua rezim pemilu, yakni Pemilu 
Nasional (Presiden, DPR, dan DPD) serta Pemilu Daerah (kepala daerah dan DPRD). Pemisahan 
ini disertai dengan pengaturan masa transisi yang menyesuaikan masa jabatan hasil Pemilu 
2024 hingga tahun 2031. Melalui mekanisme ini, MK menerapkan prinsip constitutional 
engineering untuk menata ulang siklus elektoral secara rasional, dengan memperhatikan 
keseimbangan antara efektivitas pemerintahan dan legitimasi demokratis. Langkah tersebut 
sejalan dengan asas checks and balances, di mana sistem politik yang sehat memerlukan 
distribusi kekuasaan yang tidak hanya vertikal antar lembaga negara, tetapi juga horizontal 
antar level pemerintahan pusat dan daerah. Dari perspektif teori demokrasi, putusan ini 
merupakan upaya memperkuat substantive democracy dibandingkan sekadar procedural 
democracy. Dalam Pemilu Serentak Lima Kotak, kompleksitas pilihan dan beban administratif 
telah menurunkan kualitas partisipasi publik serta mempertinggi angka suara tidak sah (Kadir 
Jhonson Rajagukguk,2021). Pemisahan dua rezim pemilu memungkinkan pemilih untuk 
berpartisipasi secara lebih rasional dan fokus, sesuai dengan prinsip deliberative democracy 
yang menekankan kualitas pemilihan, bukan sekadar kuantitas partisipasi (Maharani Citra 
Dewi,2025). Dengan demikian, MK berupaya mengembalikan demokrasi Indonesia kepada 
prinsip deliberatif yang menempatkan kesadaran warga negara sebagai pusat dari proses 
elektoral. sedangkan secara politik hukum, Putusan 135/PUU-XXII/2024 juga merupakan 
koreksi terhadap praktik legislasi yang sering kali diwarnai oleh konflik kepentingan partai 
politik. DPR sebagai political body dinilai tidak objektif dalam menentukan format 
keserentakan pemilu karena lebih mempertimbangkan kepentingan elektoral dibandingkan 
prinsip konstitusional. Melalui putusan ini, MK mengembalikan fungsi hukum sebagai law as a 
tool of social engineering—meminjam konsep Roscoe Pound—yakni menjadikan hukum 
sebagai sarana rasional untuk menata kehidupan politik menuju tatanan yang lebih 
demokratis dan efektif (Iman Jahaludin Rifa’I,2025). 

Implikasi konstitusional dari putusan ini sangat luas, terutama terhadap prinsip 
periodisasi lima tahunan sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Untuk 
menghindari vacuum of power, MK menyusun mekanisme transisi yang menjaga 
kesinambungan pemerintahan serta keserentakan sistem perencanaan pembangunan 
nasional dan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa MK tidak sekadar berorientasi pada keadilan 
normatif (formal justice), tetapi juga pada keadilan instrumental (functional justice), yakni 
memastikan hukum bekerja secara efektif dalam konteks sosial-politik yang nyata. Dari sisi 
akademik, Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 memperkuat posisi MK sebagai constitutional 
court with political sensitivity (Nur Faisyah,2025). MK menyadari bahwa dalam sistem 
demokrasi konstitusional, hukum tidak berdiri di ruang hampa, melainkan berinteraksi 
dengan kekuasaan politik dan kepentingan publik. Oleh karena itu, putusan ini menegaskan 
peran MK sebagai lembaga yang tidak hanya menegakkan konstitusi, tetapi juga mengawal 
transisi menuju sistem politik yang lebih rasional, terukur, dan berbasis pada nilai-nilai 
demokrasi substantif. Dengan demikian, MK menjalankan fungsi ganda: sebagai negative 
legislator dan dalam konteks tertentu sebagai constructive constitutional interpreter. 

Secara keseluruhan, kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-
XXII/2024 dalam sistem demokrasi konstitusional Indonesia dapat dimaknai sebagai 
manifestasi dari prinsip constitutional supremacy yang dinamis. Putusan ini bukan hanya 
mengoreksi kesalahan normatif dalam undang-undang, tetapi juga menegaskan arah baru 
reformasi elektoral yang berbasis konstitusionalisme. Dengan memisahkan Pemilu Nasional 
dan Daerah, MK telah merumuskan kerangka demokrasi yang lebih efektif, rasional, dan 
substantif. Oleh karena itu, Putusan ini tidak sekadar menjadi produk hukum, melainkan 
tonggak konstitusional yang meneguhkan posisi MK sebagai penjaga kesinambungan antara 
hukum dan demokrasi dalam Negara Hukum Indonesia. 
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Rekonstruksi Desain Pemilu Yang Ideal Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi 
135/PUU-XXII/2024 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 merupakan tonggak penting 
dalam upaya rekonstruksi sistem keserentakan pemilu di Indonesia. Permohonan yang 
diajukan oleh Yayasan Perludem menyoroti problematika implementasi Pemilu Serentak Lima 
Kotak yang selama dua periode terakhir justru melemahkan prinsip-prinsip demokrasi 
substantif. Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini memeriksa ketentuan Pasal 1 ayat (1), 
Pasal 167 ayat (3), dan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta Pasal 3 
ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Isu pokok yang diuji adalah keserentakan 
pemilu yang dinilai bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam 
Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 22E UUD 1945. Dalam konstruksi hukum tata negara, pengaturan 
waktu dan format pemilu merupakan elemen fundamental dalam menjaga legitimasi 
demokratis pemerintahan. MK menegaskan bahwa pilihan model keserentakan pemilu harus 
mempertimbangkan kemudahan pemilih, beban penyelenggara, serta efektivitas sistem 
kepartaian. Oleh karena itu, putusan ini hadir bukan sekadar sebagai koreksi terhadap norma 
undang-undang, tetapi sebagai upaya membangun sistem pemilu yang lebih konstitusional dan 
berkeadilan. Dengan demikian, Putusan No. 135/PUU-XXII/2024 memiliki signifikansi 
struktural terhadap arah reformasi sistem pemilu nasional dan daerahn (Mayasari,2024). 

Secara normatif, Putusan MK ini mempertegas peran Mahkamah sebagai the guardian of 
the constitution sekaligus the guardian of democracy. MK memanfaatkan kewenangannya 
untuk menafsirkan ulang makna keserentakan dalam penyelenggaraan pemilu berdasarkan 
semangat Pasal 22E UUD 1945. Mahkamah menilai bahwa keserentakan yang diterapkan pada 
Pemilu 2019 dan 2024 telah menimbulkan kompleksitas manajerial yang berimplikasi pada 
tingginya angka suara tidak sah dan menurunnya kualitas partisipasi pemilih. Fenomena 
tersebut mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara norma keserentakan dan tujuan 
substantif demokrasi. Oleh karena itu, MK menilai perlu adanya pemisahan antara pemilu 
nasional dan pemilu daerah agar beban administrasi dan politik dapat terdistribusi secara 
proporsional. Langkah ini juga dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelembagaan partai 
politik yang selama ini terdistorsi akibat padatnya agenda elektoral. Dengan demikian, 
interpretasi baru yang ditawarkan Mahkamah merupakan bentuk living constitution yang 
menyesuaikan dinamika sosial-politik dengan nilai-nilai dasar konstitusi, yang mana akan 
disampaikan dalam tabel dibawah ini. 

Tabel 1. Kontruksi Pemilu Nasional dan Daerah Pasca Putusan No. 135/PUU-XXII/2024 

 Aspek Keterangan Berdasarkan Putusan MK Halaman 
Putusan 

1. Model Keserentakan 
Pemilu 

Pemilu dibagi menjadi dua : Pemilu Nasional (Presiden, 
DPR, DPD) dan Pemilu Daerah (Gubernur, Bupati/Wali 
Kota, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota). 

Hlm. 114–
116 

2. Jadwal Pemilu 
Nasional dan Daerah 

Pemilu Nasional dilaksanakan tahun 2029, 2034, 
2039, dan seterusnya setiap lima tahun. Pemilu Daerah 
diselenggarakan dua tahun setelahnya, yakni 2031, 
2036, 2041, dan seterusnya. 

Hlm. 116 

3. Masa Jabatan Transisi Masa jabatan DPRD dan Kepala Daerah hasil Pemilu 
2024 diperpanjang hingga 2031 untuk menyelaraskan 
periode pemilu nasional-daerah. 

Hlm. 116 

4. Tujuan Penataan 
Model 

Menjawab kelemahan pemilu lima kotak, memperkuat 
sistem presidensial, kaderisasi partai politik, dan 
kualitas kedaulatan rakyat. 

Hlm. 25–
26, 114 

5. Efektivitas 
Pemerintahan 

Pemisahan dua tahun antara pemilu nasional dan 
daerah memungkinkan sinkronisasi kebijakan pusat-
daerah, mencegah pemerintahan terputus (disconnected 
government). 

Hlm. 65, 
69–70 
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6. Integrasi 
Pembangunan 
Nasional dan Daerah 

Jadwal baru mempermudah penataan RPJP dan RPJM 
antara nasional dan daerah, memastikan 
kesinambungan pembangunan 5 tahunan. 

Hlm. 29–31 

7. Masa Kerja 
Penyelenggara Pemilu 
(KPU–Bawaslu) 

Masa kerja 5 tahun dibagi: 18 bulan persiapan & 
pelaksanaan Pemilu Nasional, 12 bulan evaluasi, 18 
bulan Pemilu Daerah, 12 bulan evaluasi. 

Hlm. 118 

8. Rekrutmen 
Penyelenggara Pemilu 

Rekrutmen KPU dan Bawaslu di semua tingkatan 
dilakukan serentak tahun 2027, dengan masa jabatan 
hingga 2032, agar tidak tumpang tindih dengan tahapan 
pemilu. 

Hlm. 119–
120 

9. Implikasi 
Konstitusional 

MK menegaskan format baru ini sebagai bentuk 
pelaksanaan living constitution yang menjamin 
demokrasi substantif dan efektivitas pemerintahan. 

Hlm. 114–
115, 120 

Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pemisahan pemilu nasional dan daerah 
merupakan bentuk constitutional engineering untuk memperkuat sistem presidensial 
Indonesia. Model Pemilu Serentak Lima Kotak sebelumnya menimbulkan distorsi terhadap 
pelembagaan partai dan efektivitas pemerintahan, karena mendorong orientasi elektoral yang 
pragmatis dan menghambat kaderisasi politik yang berkelanjutan. Pemisahan rezim pemilu 
memberi ruang bagi partai untuk konsolidasi ideologis dan memperkuat prinsip checks and 
balances antara lembaga eksekutif dan legislatif. Dari perspektif politik hukum, putusan ini 
menandai kembalinya desain legislasi pemilu pada prinsip rasionalitas konstitusional. DPR 
sebelumnya dinilai memiliki konflik kepentingan dalam menentukan keserentakan pemilu 
yang lebih berorientasi pada kepentingan jangka pendek partai. Melalui putusan ini, MK 
merestorasi fungsi hukum sebagai instrumen rasional dan alat rekayasa sosial (law as a tool of 
social engineering) untuk menata sistem politik yang adil, efisien, dan berorientasi pada 
keadilan substantif. (Ismaidar,2025). 

Dari sisi implementasi pemerintahan, pemisahan pemilu nasional dan daerah memiliki 
implikasi signifikan terhadap sinkronisasi pembangunan nasional. Pemilu nasional akan 
melahirkan kepemimpinan pusat yang stabil selama lima tahun, sedangkan pemilu daerah dua 
tahun kemudian memungkinkan pemerintahan daerah lebih adaptif terhadap kebijakan 
nasional. Pola ini mendukung integrasi antara RPJPN dan RPJMD, sekaligus menghindari 
tumpang tindih program serta ketidaksinkronan kebijakan antara pusat dan daerah. MK 
menilai desain pemilu harus mempertimbangkan efektivitas dan koordinasi pemerintahan, 
sehingga model baru ini tidak hanya memperbaiki sistem elektoral, tetapi juga memperkuat 
tata kelola pembangunan nasional secara konstitusional. Dari perspektif teori demokrasi, 
pemisahan pemilu nasional dan daerah turut meningkatkan kualitas partisipasi publik. Dalam 
model lima kotak, kompleksitas pilihan membuat pemilih kesulitan mengambil keputusan 
rasional. Dengan pembagian dua tahap pemilu, masyarakat dapat lebih fokus memahami isu 
dan kandidat sesuai tingkat pemerintahan, sehingga memperkuat kesadaran politik dan 
akuntabilitas representasi. Pola dua tahap ini juga memungkinkan evaluasi kinerja partai dan 
pejabat publik secara lebih rasional antar siklus pemilu. Dengan demikian, sistem baru ini 
mendorong terwujudnya deliberative democracy yang menekankan kualitas partisipasi, 
sekaligus memperteguh prinsip demokrasi konstitusional yang cerdas dan berkeadilan. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 memperlihatkan adanya 
pergeseran besar dalam politik hukum pemilu di Indonesia. Melalui putusan ini, Mahkamah 
tidak hanya mengoreksi norma, tetapi juga mengubah arah desain kelembagaan pemilu secara 
fundamental. Politik hukum pemilu yang sebelumnya berorientasi pada keserentakan total 
kini direposisi menjadi sistem dua lapis: pemilu nasional dan pemilu daerah. Pergeseran ini 
mencerminkan perubahan paradigma dari efisiensi prosedural menuju penguatan substansi 
demokrasi. MK menegaskan bahwa legitimasi demokrasi tidak dapat diukur dari keserentakan 
waktu, tetapi dari terpenuhinya asas kedaulatan rakyat dan efektivitas pemerintahan. Dengan 
demikian, putusan ini menjadi tonggak rekonstruksi hukum pemilu yang berorientasi pada 
tata kelola pemerintahan yang stabil, berkeadilan, dan konstitusional. 

Langkah ini bukan semata kebijakan teknis, melainkan penataan ulang struktur 
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demokrasi agar selaras dengan prinsip presidensialisme dan desentralisasi. Proses tersebut 
menegaskan transformasi Mahkamah sebagai aktor politik konstitusional yang turut 
menentukan arah reformasi elektoral di Indonesia. Pasca Putusan Nomor 135/PUU-
XXII/2024, kebutuhan akan kodifikasi dan integrasi undang-undang pemilu menjadi semakin 
mendesak. Kodifikasi diperlukan untuk menghindari disharmoni antara regulasi pemilu 
nasional, pemilu daerah, dan pilkada yang selama ini menimbulkan ketidakpastian hukum. 
Namun, integrasi hukum pemilu tetap harus menghormati prinsip desentralisasi sebagaimana 
diatur dalam Pasal 18 UUD 1945. Sistem pemilu ideal bukan hanya selaras secara temporal, 
tetapi juga adaptif terhadap otonomi daerah serta keberagaman sosial-politik Indonesia. Oleh 
karena itu, kodifikasi pemilu di masa depan harus dibangun dalam kerangka unity in diversity 
yang menyeimbangkan efisiensi administratif dengan penghormatan terhadap hak politik 
warga negara di daerah. (Chaidir Ali,2025). 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 menegaskan peran ganda 
MK sebagai rule-maker dan policy-shaper dalam sistem demokrasi Indonesia. Sebagai rule-
maker, Mahkamah menciptakan norma baru mengenai format keserentakan pemilu yang 
sebelumnya belum diatur secara eksplisit dalam undang-undang. Sementara sebagai policy-
shaper, MK memengaruhi arah kebijakan publik melalui tafsir konstitusional yang bersifat 
mengikat. Dualitas peran ini memperkuat prinsip constitutional supremacy, namun sekaligus 
membuka perdebatan mengenai batas legitimasi judicial activism agar tidak mengaburkan 
fungsi legislasi. Dengan demikian, putusan ini menjadi arena pengujian bagi keseimbangan 
antara supremasi konstitusi dan etika kelembagaan dalam demokrasi konstitusional 
Indonesia. Secara konstitusional, pemisahan antara pemilu nasional dan daerah membawa 
implikasi penting terhadap prinsip otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat 
(2), (5), dan (6) UUD NRI Tahun 1945. Mahkamah menegaskan bahwa kedaulatan rakyat tidak 
hanya diwujudkan pada tingkat nasional melalui pemilihan presiden dan DPR, tetapi juga pada 
tingkat lokal melalui pemilihan kepala daerah dan DPRD yang berdiri sendiri. Dengan 
demikian, desentralisasi dipahami tidak sekadar administratif, melainkan juga konstitusional 
dalam konteks representasi politik rakyat di daerah. Lebih jauh, pemisahan pemilu nasional 
dan daerah mengoreksi kecenderungan sentralistik dalam model pemilu serentak lima kotak 
yang menempatkan daerah sebagai objek administratif dari agenda nasional. Dengan jadwal 
pemilu daerah yang mandiri, pemerintah daerah memperoleh ruang politik untuk membangun 
kebijakan lokal yang sinkron, namun tidak bergantung pada dinamika politik pusat. Hal ini 
memperkuat asas self-governing community dalam konsep otonomi daerah, di mana 
pemerintah daerah diposisikan sebagai subjek konstitusional dengan legitimasi elektoral 
sendiri. 

Namun demikian, model baru ini juga menimbulkan konsekuensi hukum terkait 
kebutuhan harmonisasi antara Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pemerintahan 
Daerah. Penyesuaian tersebut perlu memastikan bahwa pelaksanaan pemilu daerah tetap 
sejalan dengan prinsip negara kesatuan dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945, tanpa menimbulkan 
fragmentasi politik antarwilayah. Dalam konteks ini, pembentuk undang-undang harus 
merancang sistem yang menyeimbangkan antara otonomi daerah dan integrasi nasional. 
Secara tata kelola, jeda dua tahun antara pemilu nasional dan daerah memperkuat sinkronisasi 
kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam penyusunan RPJMN dan 
RPJMD. Pola ini menegaskan fungsi koordinatif tanpa mengurangi kemandirian daerah, sesuai 
prinsip subsidiarity. Dengan demikian, Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 dapat 
dipahami sebagai bentuk re-constitutionalization terhadap prinsip otonomi daerah—
menegaskan bahwa otonomi bukan sekadar pembagian urusan pemerintahan, melainkan 
manifestasi kedaulatan rakyat di tingkat lokal. Putusan ini memperkuat fondasi otonomi 
daerah yang demokratis, partisipatif, dan selaras dengan prinsip constitutional democracy 
Indonesia.(Shelli Nur Salam,2025). 

Simpulan 
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Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 secara hakikat menempati 
posisi strategis dalam sistem demokrasi konstitusional Indonesia karena mengoreksi arah 
penyelenggaraan pemilihan umum yang sebelumnya menyimpang dari prinsip kedaulatan 
rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945. Melalui 
putusan ini, Mahkamah tidak hanya menjalankan fungsi negative legislator yang membatalkan 
norma undang-undang, tetapi juga bertindak sebagai constructive constitutional interpreter yang 
memberikan tafsir baru terhadap konsep keserentakan pemilu. Pemisahan antara Pemilu 
Nasional dan Pemilu Daerah dengan jeda dua tahun merupakan bentuk constitutional engineering 
yang ditujukan untuk memperkuat sistem presidensial, meningkatkan kualitas partisipasi 
politik, serta menjamin efektivitas pemerintahan. Dengan demikian, putusan ini menjadi 
wujud konkret dari penerapan asas supremacy of the constitution dan prinsip substantive democracy dalam 
praktik ketatanegaraan Indonesia. 

Secara konseptual, Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 merupakan tonggak 
rekonstruksi hukum pemilu yang berorientasi pada rasionalitas konstitusional dan efektivitas 
pemerintahan. Pemisahan dua rezim pemilu mengandung makna konstitusional yang lebih 
luas, yakni sebagai penguatan hubungan antara hukum dan demokrasi, antara kedaulatan 
rakyat dan efektivitas pemerintahan, serta antara sentralisasi konstitusional dan 
desentralisasi politik daerah. Putusan ini sekaligus menegaskan reposisi Mahkamah Konstitusi 
sebagai the guardian of the constitution dan the guardian of democracy yang berperan aktif menjaga 
kesinambungan antara nilai, norma, dan praktik demokrasi konstitusional. Oleh karena itu, 
Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 tidak hanya menjadi koreksi terhadap sistem pemilu 
lima kotak, tetapi juga menjadi fondasi baru bagi pembentukan sistem demokrasi yang lebih 
deliberatif, berkeadilan, dan selaras dengan prinsip constitutional supremacy dalam Negara Hukum 
Indonesia 
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